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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat 

dan hidayah-Nya kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan laporan ini 

sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. 

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masiih jauh dari sempurna dan masih banyak 

terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan 

kritik serta saran untuk laporan ini sehingga laporan ini nantinya dapat menjadi 

lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. 

 

Berbagai permasalahan maupun hambatan yang mengakibatkan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan 

berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis 

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi 

pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan 

masyarakat.  

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, 

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses 

pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak 

termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 

 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan 

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan 

efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. 

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah 

penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan 

dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 
 
 



 

Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang 

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan 

tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta 

peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian 

sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot 

project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan 

penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret 

dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya 

pembangunan Zona Integritas. 

 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari 

strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah 

pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 

 

Pengadilan Agama Banjarnegara berkomitmen melaksanakan upaya 

percepatan pencegahan dan pemberantasan KKN melalui pencanangan Zona 

Integritas yang bertujuan untuk membentuk birokrasi yang bersih, akuntabel, serta 

mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. 

 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Pengadilan Agama Banjarnegara membangun unit kerja percontohan dengan 

predikat Menuju WBK/Menuju WBBM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 
 

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-

20125 dan Jangka Mennegah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 
 

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi; 
 

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 
 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 
 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan 
 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

 

C. Tahap – Tahap Pembangunan Zona Integritas 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, ada dua tahap pembangunan Zona 

Integritas.  



Tahap pertama adalah pencanangan pembangunan Zona Integritas. 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari 

pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun 

Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh 

instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya 

telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen 

Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, 

baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian 

horizontal atau vertikal. 

 

Tahapan kedua adalah proses pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut 

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses 

pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI 

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

 

 

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara dilaksanakan secara intensif. Proses pembangunan ini didukung 

oleh seluruh pegawai dan forkompimda kabupaten setempat. Proses 

pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini sudah dimulai dengan 

pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 

lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang diformalkan lewat Keputusan 

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomo: W11-A5/1274/0T.01.2/IV/2019.  

Tim ini diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dengan 

Sekretaris Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Koordinator Operasional dan 

Panitera sebagai Koordinator Teknikal. Tugas pembangunan Zona Integritas juga 

akan dikoordinasikan dengan para hakim, pejabat structural, pejabat fungsional, 

dengan dukungan dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara.  

Proses pembangunan Zona Integritas kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 

Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Jum’at, 19 April 2019 oleh 

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, Bapak Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. 

Acara ini juga turut dihadiri oleh Bupati Banjarnegara dan Forkompimda sebagai 

saksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dan Para Saksi 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 
 
 

Penandatanganan ini dihadiri oleh seluruh jajaran hakim, pejabat struktural, 

pejabat fungsional, dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. 

Pada acara ini Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara mengajak seluruh pegawai 

Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mensukseskan birokrasi yang bebas KKN, 

professional, serta berintegritas sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi. 
 
 
 
 
 
 
 



Setelah Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara, Tim Pembangunan Zona Integritas berupaya 

untuk membuat penilaian mandiri dengan referensi kriteria penilaian sesuai 

dengan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Penilaian ini diawali dengan menelaah laporan TLHP (Tindak Lanjut 

Hasil Pengawasan) baik yang dilakukan oleh tim assessor internal maupun tim 

assessor eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pengadilan Agama 

Banjarnegara berintegritas bersih dari KKN dan memiliki Sistem Pengendalian 

Intern yang baik. Hasil telaah ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam Rapat 

Koordinasi Pengadilan Agama Banjarnegara. Pembangunan ini nantinya akan 

dinilai melalui komponen pengungkit dan komponen hasil. 

 

 

1. KOMPONEN PENGUNGKIT 
 

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu 

pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah 

ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat 

Menuju WBK/Menuju WBBM. 

 
 

a. MANAJEMEN PERUBAHAN 
 

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis 

dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja 

(culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik 

sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
 

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit 

kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
 

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja 

yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 
 

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan. 

 



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara telah membentuk Tim 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Pengadilan 

Agama Banjarnegara yang 
 
  

dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 

Nomor: W11-A5/1274/0T.01.2/IV/2019. 
 

2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah membuat Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 
 

3. Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM telah dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI. Hanya saja, 

monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rentang waktu yang tidak 

berkala. 
 

4. Perubahan pola pikir telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara dengan pembentukan Role Model. Role Model ini terdiri dari 

para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang memiliki 

kinerja baik. Sehingga diharapkan dapat membawa perubahan dan 

terobosan untuk keberlangsungan pelayanan publik di Pengadilan Agama 

Banjarnegara. 

 
 

 

b. PENATAAN TATALAKSANA 

 

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, 

dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin 

dicapai pada masing-masing program ini adalah: 

 

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; 
 

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen 

pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 



 
c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

2. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi seperti optimalisasi 

website Pengadilan Agama Banjarnegara www.pa-banjarnegara.go.id, 

maupun penyebaran berbagai informasi melalui media sosial 

Pengadilan Agama Banjarnegara seperti twitter @PA_Banjarnegara, 

Instagram @PA_Banjarnegara telah meningkatkan efektifitas proses 

manajemen pemerintah yang berlangsung di Pengadilan Agama 

Banjarnegara. Pengadilan Agama Banjarnegara telah 

mengimplementasikan standar operasional prosedur dengan baik pada 

seluruh unit organisasi, khususnya Deputi Riset, Edukasi, dan 

Pengembangan serta Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan 

Regulasi. 

 
 

c. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 
 

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
 

a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada 

masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
 

b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 

aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; 
 

c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
 

d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; dan 
 

e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM. 

 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

http://www.pa-banjarnegara.go.id/


1. Telah dibangun aplikasi SIMPEG atau Sistem Informasi Manajemen 

Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara www.simpeg.badilag.net. 
 

2. Telah disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk 

perencanaan kebutuhan SDM. 
 

3. Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan dan Indikator Kinerja 

Utama untuk penetapan kinerja individu. 
 
  

4. Penegakan aturan disiplin juga sudah dilakukan dengan baik lewat 

penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaporkan setiap tahun 

oleh seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara. 
  

5. Adanya program Agen Perubahan sebagai satu bentuk apresiasi 

bagi pegawai terbaik setiap tahun. 

 
d. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan 

organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui 

program ini adalah: 
 

a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan 
 

b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Pengadilan Agama Banjarnegara telah menyusun Rencana Strategis; 
 

2. Pencapaian Perjanjian Kinerja dipantau secara berkala oleh pimpinan; 
 

3. Telah dilakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

oleh tingkat banding sebagai usaha meningkatkan akuntabilitas 

Pengadilan Agama Banjarnegara 
 

4. Sistem pengukuran kinerja secara elektronik www.esr.menpan.go.id 

dapat diakses oleh pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara. 
 
 

http://www.esr.menpan.go.id/
http://www.esr.menpan.go.id/


e. PENGUATAN PENGAWASAN 
 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-

masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini 

adalah: 
 

a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara 

oleh masing-masing instansi pemerintah; 
 

b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada 

masing-masing instansi pemerintah; 
 

c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan 

negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 
 

d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- 

masing instansi pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Meningkatnya status opini BPK dari Tidak Memberi Opini (Disclaimer) 

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
 

2. Telah dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi. Pengadilan Agama 

Banjarnegara juga telah melakukan public campaign terkait gratifikasi.  
 

3. SPIP Pengadilan Agama Banjarnegara telah berjalan dan meningkat 

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini telah 

dilaksanakan sampai tingkat pertama. Hal ini didukung dengan 

pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko 

pada tingkat pertama 
 

4. Telah dibentuk Peraturan Badan terkait pengaduan internal atau Whistle 

Blowing System, yaitu Peraturan Pengadilan Agama Banjarnegara 

tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara. Peraturan ini juga sudah 

diinternalisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan 

Agama Banjarnegara. 
  

5. Telah dibangun kanal pengaduan masyarakat pada microsite 

https://www.siwas.mahkamahagung.go.id, serta telah dibangun media 

pengaduan lain seperti media social, kotak pengaduan, maupun e-mail 

https://www.siwas.mahkamahagung.go.id,/


yang akan memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya 

terkait layanan publik dari Pengadilan Agama Banjarnegara. 
 

6. Telah disusun kebijakan terkait benturan kepentingan melalui Peraturan 

Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: tentang Pedoman Penanganan 

Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. 

7. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan 

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Rangka Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi terkait Penguatan Pengawasan di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu Peraturan Ketua Pengadilan 

Agama Banjarnegara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, Peraturan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara 

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara, serta Peraturan Ketua Pengadilan 

Agama Banjarnegara tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara. 

 
 

f. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-

masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik 

dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk 

melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui 

program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: 

 

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, 

lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; 
 

b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; 

dan 
 



c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi 

pemerintah. 

 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan 

Zona Integritas, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

1. Pengadilan Agama Banjarnegara telah memiliki Information and 

Technology Masterplan sebagai rencana pengembangan informasi dan 

teknologi dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat luas, 

khususnya para pihak berperkara. 
 

2. Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengembangkan aplikasi 

berbasis android “Pangadilan Agama Banjarnegara Mobile” sebagai 

kanal layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam 

mengakses semua layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama 

Banjarnegara. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Play. 
 

3. Masing-masing bagian di Pengadilan Agama Banjarnegara telah 

memiliki Maklumat Pelayanan. 

 
1. Pengadilan Agama Banjarnegara telah mengembangkan aplikasi Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

SIPP Unit Kerja 

 
 

SIPP Online (http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/) 

http://sipp.pa-banjarnegara.go.id/


 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan 
informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur 
pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 
dan Pimpinan Mahkamah Agung. 
SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif 
dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat 
pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya 
murah. 
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga dapat diakses melalui online oleh masyarakat pencari 
keadilan dalam penyampaian informasi kepada publik untuk penelusuran perkara.  

2. Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP) 

 



 
Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP) adalah aplikasi kepegawaian dan pengelolaan 
sumber daya manusia pada Mahkamah Agung RI dan Badan Perasilan di bawahnya dalam rangka 
pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan 
proses administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis online. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Website Pengadilan Agama Banjarnegara (http://pa-banjarnegara.go.id/) 

 

 
 

http://pa-banjarnegara.go.id/


Website Pengadilan Agama Banjarnegara hadir sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan 
kepada masyarakat. Informasi profil Pengadilan Agama Banjarnegara , informasi tatacara dan biaya dalam 
berperkara, publikasi keuangan, pengawasan dan pendisplinan, berita kegiatan kantor dan masih banyak 
lagi informasi yang dapat dilihat di Website Pengadilan Agama Banjarnegara sehingga keterbukaan 
informasi kepada publik dalam diwujudkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile  

 
 



   

  
Aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile adalah Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan 
dengan menggunakan smartphone. Aplikasi Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile memberikan 
kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi perkara, Jadwal Sidang, Statistik Perkara dan bagi 
masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarnegara dapat mendaftarkan akun dengan nomor 
handphone-nya untuk mendapatkan informasi khusus tentang perkara yang didaftarkan meliputi biaya 
perkara, jadwal sidang, informasi putusan, pemberitahuan terbitnya akta cerai. 
 

 

 

 

 

 



 

5. Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan survey pelayanan 

publik dan indeks persepsi korupsi. Pengadilan Agama Banjarnegara 

mendapat indeks pelayanan publik sebesar 3,69 dari nilai maksimal 4,00 

dan berhasil meraih indeks persepsi korupsi 3,88 yang merupakan nilai 

sangat baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

 

Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan pembangunan Zona 

Integritas dengan intensif. Hal ini terlihat dari pencapaian-pencapaian yang telah 

dilakukan oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara. Setelah 

membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 

Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang diformalkan melalui Keputusan 

Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/1274/OT.01.2/IV/2019, 

Pengadilan Agama Banjarnegara melaksanakan pencanangan pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani, sebagai bentuk komitmen Pengadilan Agama Banjarnegara dalam 

mewujudkan birokrasi yang bebas KKN, professional, serta berintegritas sesuai 

dengan tujuan Reformasi Birokrasi. 

 

Proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan 

oleh Pengadilan Agama Banjarnegara menghasilkan pencapaian-pencapaian positif 

bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara. Dalam hal Manajemen 

Perubahan, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara telah membentuk Tim 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara 

yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 

W11-A5/1274/OT.01.2/IV/2019.  

Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah membuat 

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Tim 

Pembangunan ZI juga telah melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM. Hanya saja, monitoring dan evaluasi ini dilakukan 

dalam rentang waktu yang tidak berkala.  

Perubahan pola pikir telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara dengan pembentukan Role Model. Role Model ini terdiri dari para 

pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang memiliki kinerja baik. 

Sehingga diharapkan dapat membawa perubahan dan terobosan untuk 

keberlangsungan pelayanan publik di Pengadilan Agama Banjarnegara.  



 

Sementara dalam hal Penataan Tatalaksana, Pengadilan Agama 

Banjarnegara telah melakukan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi seperti 

optimalisasi website Pengadilan Agama Banjarnegara www.pa-banjarnegara.go.id,  

dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelaku 

ekonomi kreatif. Penyebaran berbagai informasi juga dilakukan melalui media social 

Pengadilan Agama Banjarnegara seperti twitter dan Instagram @PA_Banjarnegara, 

Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah mengimplementasikan standar 

operasional prosedur dengan baik pada seluruh bagian. 

 
Penataan sistem manajemen SDM pada Pengadilan Agama Banjarnegara 

telah banyak melakukan perubahan positif. Hal ini tampak dari dibangunnya aplikasi 

SIMPEG atau Sistem Informasi Manajemen Pegawai Pengadilan Agama 

Banjarnegara www.simpeg.badilag.net yang dapat diakses oleh pejabat yang 

berwenang di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDM juga telah disusun 

dengan baik. Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah menyusun Standar 

Kompetensi Jabatan dan Indikator Kinerja Utama untuk penetapan kinerja individu. 

Penegakan aturan disiplin juga sudah dilakukan dengan baik lewat penyusunan 

Sasaran Kinerja Pegawai yang dilaporkan setiap tahun oleh seluruh pegawai di 

lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. Adanya program Agen Perubahan 

sebagai satu bentuk apresiasi bagi Pegawai Terbaik setiap tahun. 

 
Sebagai usaha penguatan akuntabilitas, Pengadilan Agama Banjarnegara 

telah menyusun Rencana Strategis. Pencapaian Perjanjian Kinerja juga telah 

dipantau secara berkala oleh pimpinan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

juga telah direviu oleh tingkat banding sebagai usaha meningkatkan akuntabilitas 

kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara. Sistem pengukuran kinerja berbasis 

elektronik www.esr.menpan.go.id juga telah dapat diakses oleh pejabat yang 

berwenang. 
 

http://www.pa-banjarnegara.go.id,/
http://www.simpeg.badilag.net/
http://www.esr.menpan.go.id/


 
Dalam penguatan pengawasan, Pengadilan Agama Banjarnegara mampu 

meningkatkan status opini BPK dari Tidak Memberi Opini (Disclaimer) menjadi Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai usaha untuk menjalankan pemerintahan yang 

bebas KKN, Pengadilan Agama Banjarnegara telah membentuk Unit Pengendalian 

Gratifikasi. Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah melakukan public campaign 

terkait gratifikasi. Seluruh laporan gratifikasi juga telah ditindaklanjuti dan telah 

diselesaikan. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pengadilan Agama 

Banjarnegara juga telah berjalan dan meningkat. Pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah ini telah dilaksanakan sampai tingkat pertama. Hal ini didukung 

dengan pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko pada 

tingkat banding. Terkait sistem pengaduan internal, telah dibentuk peraturan terkait 

pengaduan internal atau Whistle Blowing System, yaitu Peraturan Pengadilan Agama 

Banjarnegara tetang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan 

Pengadilan Agama Banjarnegara. Mahkamah Agung sebagai Eselon I juga telah 

membangun kanal pengaduan masyarakat pada microsite 

www.siwas.mahkamahagung.go.id, serta telah membangun media pengaduan lain 

seperti media socsial, kotak pengaduan, maupun e-mail yang akan memudahkan 

masyarakat menyampaikan pengaduannya terkait layanan publik dari Pengadilan 

Agama Banjarnegara. Sebagai usaha menjalankan pemerintah yang professional, 

Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah menyusun kebijakan terkait benturan 

kepentingan melalui Peraturan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Pedoman 

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. 

Sebagai usaha internalisasi, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

terkait Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu 

Peraturan Kepala Pengadilan Agama Banjarnegara tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pengadilan Agama Banjarnegara tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama 

Banjarnegara, serta Peraturan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara. 

 

Sebagai usaha memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan 

lebih baik, Pengadilan Agama Banjarnegara telah memiliki Information and 

Technology Masterplan sebagai rencana pengembangan informasi dan teknologi 

http://www.siwas.mahkamahagung.go.id,/


dalam pemberian layanan public kepada masyarakat luas, khususnya para pihak 

berperkara. Pengadilan Agama Banjarnegara juga telah mengembangkan aplikasi 

berbasis android “Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile” sebagai kanal layanan 

terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan 

pemerintahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara. Aplikasi 

tersebut dapat diunduh di Google Playstore. Masing-masing bagian juga telah 

memiliki Maklumat Pelayanan. 

 

Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan survey pelayanan 

publik dan survey anti korupsi. Pengadilan Agama Banjarnegara mendapat indeks 

pelayanan publik sebesar 3,69 dari nilai maksimal 4,00 dan berhasil meraih indeks 

persepsi korupsi 3,88 

 

B. Hambatan 

 

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Tim Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM antara lain adalah, padatnya aktivitas dan pelayanan publik yang 

diberikan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara kepada masyarakat luas. Dengan 

jumlah SDM yang terbatas, agak sulit bagi para pegawai untuk dapat berkontribusi 

penuh dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.  

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama 

Banjarnegara sebagian besar dilakukan untuk mengetahui pencapaian sasaran 

strategis Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu peningkatan kinerja. Sementara 

kegiatan-kegiatan yang bersifat internal, seperti internalisasi SOP, sistem 

manajemen SDM, pendokumentasian hasil pekerjaan, belum mendapat 

monitoring dan evaluasi yang memadai.  

 



FOTO INSPEKSI MENDADAK PIMPINAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA

1. KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA MELAKUKAN INSPEKSI MENDADAK MENGENAI PENERAPAN
K3 (KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN) DI HALAMAN DEPAN KANTOR PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA

2. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA MELAKUKAN INSPEKSI MENDADAK MENGENAI
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA DAN KESESUAIAN DATA PERKARA DI APLIKASI SIPP



3. PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA MELAKUKAN INSPEKSI MENDADAK MENGENAI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



DOKUMENTASI KEGIATAN ZONA INTEGRITAS 

Pembacaan Pakta Integritas dalam rangka Zona Integritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penandatanganan Komitmen Bersama dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 

 

 

Pelaksanaan Budaya Kerja 3S oleh unsur pimpinan kepada shareholder 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Rapat bulanan kedisiplinan seluruh aparatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pelayanan Prima kepada masyarakat melalui sidang keliling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Telah dikirim tepat waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pemberian reward atas kinerja Hakim yang menyelesaikan perkara terbanyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengecekan Data Pegawai oleh Kepala Sub Bagaian Kepegawaian 
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